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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan dan pembahsan di atas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan beberapa hal  di antaranya adalah sebagai berkut: 

1. Kedudukan hukum surat di bawah tangan dalam peralihan hak atas tanah oleh 

notaries berdasarkan Undang-undang No.2 Tahun 2014, dalam penelitian ini 

adalah cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan pembuktian yang abash hal 

ini karena mengacu pada PP NO. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

Pasal 37 ayat 1 yakni segala bentuk peralihan hak atas tanah terkecuali lelang 

hanya dapat di lakukan apabila dapat di buktikan dengan adanya akta jual beli. 

Dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT pasal 2 

ayat 2 PPAT Kewenangan nya  mengeluarkan akta jual beli, nukar-menukar, 

hiba,pemberian hak tanggung dan lainya seperti apa yang tertuang dalam PP 

tersebut. 

2. Akibat hukum surat di bawah tangan dalam peralihan hak atas tanah, dalam 

penelitian ini adalah tidak dapat di pertanggung jawabkan karena tidak 

memiliki kekuatan hukum hal ini terjadi karena tidak adanya akta jual beli yang 

di keluarkan oleh pejabat berwenang yakni PPAT atas tanah yang di 

persengketakan oleh para pihak atau dalam kata lain gugur demi hukum. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang di uraikan peneliti di atas, maka peneliti 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Bahwa perlunya pemberian pemahaman hukum terhadap masyarakat berkaitan 

dengan tahapan-tahapan yang harus di lakukan dalam hal mendaftarakan tanah, 

terlebih tanah tersebut di peroleh dari jual beli terkhususnya,  hal ini dapat di 

lakukan pemerintah desa melalui organisasi desa yang ada. 

2. Perlunya pemberian sanksi tegas terhadap oknum-oknum tidak bertanggung 

jawab yang mencoba antu masyarakat desa dalam memmelakukan praktek jual 

bili tanah tetapi tidak di hadapan pejabat yang berwenag dalam hal ini PPAT 

sehingg akta di bawah tanggan tersebut sulit di buktikan di hadapan hukum. 
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